
1. Undang - Undang Nornor 29 Tahun 19:i9 tentang Pembentukan Daerah Tk. II 
di Sulawesi {Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822) 

7.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tat Cara 
Pt-rpajakan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3262), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Pcrubahan Ketiga Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3686} sebagaimana telah diubah 
dengan u.idang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LembaranNegara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4189); 

s. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 15 ayat 
(6), Pasal 19 avat (3) dan Pasal 21 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe 
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan 
Perkotaan, untuk memberikan kepastian hukurn dan meningkatkan pelayanan 
kepada Wajib Pajak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan .Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Tata Cara Pengajuan dan 
Peenyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

BUPATI KONAWE 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAIII PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG IVIJ'.\HA ESA 

TENT ANG 

PERATIJRAN BUPATI KONAWE 

NOMOR H TAHUN 2014 

BUPATI KONAWE 

ME>11gingat 

Meriimbang 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud clengan : 

1. uaerah adalah Kabupaten Konawe. 

2. Bupati adalah Bupati Konawe. 

3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Konawe. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe. 

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak 
rnendapatkan imbalan secar s langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar 
besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak 
atas bumi dan/atau bangunan yang dimlllki, dikuasai, dan/atau dirnanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, danpertambangan. 

BAHi 

~:HENTUAN UMUM 

MenE•t;1pkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN 
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGiUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

MEMUTUSKAN : 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perub.ahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan l.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor J.2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lernbaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan 
Piutang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
31, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor4488); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah ang 
Oipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib 
Pajak (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

to. Pt~raluran Daerah Kabupaten Konawe Numor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi 
d.m Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2013 
Nomor ); 

Pasal 1 



BAB II 

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN 

Pasal 2 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas: 

a. SPPT PBB P2;dan/atau 

b. SKPD PBB P2. 

(2) Sl(PD PBB f>2 sebagaimana dirnaksud pada avat {l) huruf b berupa SPPT PBB P2. Pasal 3 (1) Wajib 
P,,1jak dapat mengajukan keberatan dalam hat: 

a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak burni dan/atau bangunan atau nilai jual objek 
pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau 

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB P2. 

Pasal3 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal: 

a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek 
pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; clan/atau 

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perunclang-undangan PBB P2. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara : 

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBS P2; atau 

b. perorangan untuk SKPD PBB P2. 

10. Piijak y,rng terutang adalah pajak yang harus dibayar pads suatu saat, dalam Masa Pajak, da!am 
Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah. 

11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan 
untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan ~erkotaan yang terutang 
kepada Wajib Pajak. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perclesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang teruta ng. 

13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat l<etetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pernbavar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

8. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat 
NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
bersitat unlk, tetap stander. 

!J l'el ugils pe11ll,1i Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang 
ditunjuk oleh l<epala Dinas untuk me!akukan penilalan Objek F'ajak Bumi dan Bangunan. ~ 



Pasal 6 

(1) Peugajuan keberatan yang tidak rnemenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 atau 
Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat lceberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. 

Pasal 5 

( l) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBBlebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati 
melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

a. fotocopy SPPT PBB yang diajukan keberatan; 

b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut W.ijib Pajak disertai dengan alasan yang 
rnendukung pengajuan keberatannya; 

c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; 

cl. lotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan e. lotocopy lzin Mendirikan Bangunan atau 
sur at keterangan dari Lurah Desa setempat. 

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila Wajib Pajak rnelalui Lurah/Desa setempat dapat 
rnenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(11) Tw,ggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk rnernproses surat keberatan adalah: 

.r. J.rne,:,il teruna surat keberatan, dalarn hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau 
!<11;1~;.,rny,1 lcc>pad.i Dinas; atau 

J, 1.11,gg,ll J.i111l.:1 pengirirnan surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti resi 
pengirimau dari Kantor Pos. 

(SJ Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan sebagairnana ditetapkan pada Lampiran I dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

a. sur at kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribacli dengan PBB yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah); dan 

b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan. 

,:4) Dadam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak, maka harus 
dilampiri dengan: 

(3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk. 

Pasal 4 

(1) Pengajuan keberatan SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
dilakukan untuk setiap SPPT PBB P2 sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan 
secara tertulis kepada Bupati melatui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

a. fotocopy SPPT PBB P2 dan/atau SKPD P~B P2 yang diajukan keberatan; dan 

b. surat keterangan Lurah Desa setempat. 

(2) xeberatan sebagaimana dimaksud padaavat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
kekuasaannya. 



(7) Bentuk dan isian Keputusan Bupati dan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara 
perorangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini 

(J) xeputusan Keberatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebaglan, menolak, atau menambah besarnva jumlah PBU vang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan 
keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap ciikabulkan dan diterbitkankeputusan 
sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak 
jangka waktu dimaksud berakhir. 

(ci) OaL:1m hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB P2 dan/atau SKPD 
P13H P7., Dinas menerbitkan SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 baru berdasarkan keputusan 
Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pernbavaran. 

(6) SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 baru sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan 
Keberatan. 

·;,·1.ik tangg,11 ditPrim,rnya surat Keberatan, harus memberik.an keputusan atas pengajuan Keberatan 
·,,·l1,,1;t1irn,1n.i rlir11,.1k:,ui.J dalarn Pusal 8 huruf b. 

I>') (\11p,1Li sesuai kewenangannva dalam jangka waktu paling larna 12 (dua belas) bulan terhitung 

(I) l<'..1•putu~.rn ~:Ppal,1 Din as atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 
rfor•rtai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
,l1INirn.1ny.1 Smi31 Kebr-ratan. 

r:n Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya 
dituangkan dalam laporan hasil penelitian. 

{:\) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu 
pelaksanaan penelitian dilapangan kepada Wajib Pajak. 

,;,l) Da.lam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 8 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. 

Pasal 10 

(l) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas 
dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. 

Pasal9 

- Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBS P2 dan/atau SKPD PBB P2, ditetapkan oleh : 

a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB yang terutang sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah); dan 

b. Bupati, dalam hal jumlah PBB P2 yang terutang lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan 
penagihannya. 

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), 
Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal s avat (3). 

Pasal 7 

Pasal 8 



~,add 1.1nggal \t.\-1- 2014 I . -··p-~~-,-,-._-1-,.-,._--~.-----· 

')EKRE11A S DAERAH KABUPATEN KONAWE, i--·-----'"'~.~r~~~:?RDINASI 1-··-·-r·--·- . '1"" PA~AF 

i 
. i r-2.·-1··:~~2.\~0 . ,~ - 
~ ; .... ~....,..l,'.S1:i~~ J -, ;~:.;.; : · ;'',' '9" 

ACH AD SE~IAWAN lttl:~;7,~i;<.~·'" ~ ~ 
urn1TA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR \lo / 

[liuncJ.ingkan di Unaaha 

l<EIW SAIFUL KONGGOASA v 

Ditetapkan di Unaaha 
pada tanggal \ L.\ - 1- 2014 
BUPATI KON1~WE, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penPmpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Konawe. 

Pasal 11 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

(8) Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif 
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 



pacla tanggal ,4 -1- 2014 

SEKRET?tRAH KABUPATEN KONAWE, 

ACHMlO SETIAWAN 

BEHIT/1. DAEHAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR \1.0 

Diund,!ngkan di Unaaha 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

Pasal 11 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

(!\) 11ent11k rlan lsian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif 
wbagr1imr1nc1 diretapkan pada Lampiran Ill dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
1·,,~r;:ituran Bupatl ini. 

Ditetapkan di unaaha 
pad a tangg:R,, Lt-1 - 2014 
BUPATI KO,~\WE, 

KERY SAl::E":ASA 

, . 



Oiundangkan di Unaaha 

p ida tr1riggal \t.t-,- 2014 

SEKRETA~RAH KABUPATEN KONAWE, 

ACll,.OA( SET~WAN 

BERIT1\ DAEl<.AH KABUPATEN KONAWE TAHLJN 2014 NO MOR t 1V 

Oitetapkan di Unaaha 
pada tanggal \/-{. -1-:::- 2014 

AWE, 

F eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ~itetapkan 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

.: . 1ntuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif 
. : ::: :./.sebagaimana ditetapkan pad a Lampiran Ill dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

.· .:·:~. 
-:, Peraturan Bupati ini. 



4. N.IOPTKP = Rp. 

5. NJOP untuk penghitungan PBB : =Rp. 

6. PBB yang terutang: 0,1 atau 0,2 x NJOP =Rp. 

Sebagai bahan pertimbangan bersarna ini kami tampirkan dokumen yaitu sebagai berikut: 

a. fotocopy SPPT PBB yang diajukan keberatan; 

b. fotor:opy KTP Wajib Pajak; 

.3. NJOF' 

.i. Bangunan : 

=Rp. 

= Rp. 

= Ftp . 

/m2 
/m2 

x Rp. 

x Rp . 

(1+2) 

Jumlah Pajak Terutang: 

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2 tahun pajak ..... dengan alasan : 

1\/lenurut perhitungan kami ketetapan PBB P2 yang seharusnva adalah sebagai berikut: 

,'\1.11'11, 11 

l'Wl'/lfo SPPT 

':., ·h<11:,ii wajih p.ij;1k/Kurl',c1 WP*, atas objek pajak: 

t·Jr, lf'l!~pon/HP 

I )(!';a/ l<cica n 1;i t,111 

llidllfldt 

I J;in I ;:i 

L>engan Hormat, 

'·',ing bertaridatangan dibawah ini: 

f'erihal : Keberatan atas SPPT PBB-P2 

larnpiran: 

Kepada 

Yth, Ke pa la Dinas pendapatan Daerah 

Kabupaten Konawe 

di- 

!Jnaaha. 

/SKPD PBB-P2 

Unaaha , .. 

/.\. Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatanyang diajukan secara Perorangan Lampiran: 

LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR 1( TAHUN 2014 
TANGGAL t'i-1- 2014 



~ lcore I vang tidak perlu 

f. lzin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa Setempat. 

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangkan 

c:. surat kuasa bermeterei apabita dikuasakan; 

cl. fotoc:opy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 

e. fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat; dan 

Wajib pajak/kuasanya 



KERY SAIFUL I'. 

Kepala Desa / Lurah 

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB P2 Tahun ..... di Desa/Kelurahan ...... , setelah kami 
sarnpaikan ke warga masyarakat dan diteliti ternyata ada beberapa warga yang keberatan atas SPPT/SKPD 
PBB P2 untuk itu kami mengajukan keberatan secara kolektif dengan data sebagaimana tersebut dalam 
lampiran surat ini. 

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami larnpirkan dokurnen masing-masing wajib pajak yaitu 
sebagai berikut: 

a. fotocopy SPPT PBB P2 yang diajukan kebe·ratan; 

b. Iotocopv KTP Wajib Pajak; 

c. surat kuasa bermaterei apabila dikuasakan; 

d. fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan; 

g. fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat; 

h. daftar narna wajib pajak yang mengajukan keberatan; dan 

i, l.:in Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Desa I Kelurahan setempat 

Dernikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan perrirnbangkan 

P-erihal : Keberatan atas SPPT PBB-P2 

Lampiran: 

l<epada 

Yth, Kepala Dinas pendapatan Daerah 

Kabupaten Konawe 

di -- /SKPD PBB-P2 

Unaaha , . 

~elH·1.i1.1n sec .. ira kolektif 

1: ll,•11111k d,11) i!,i,rn Ior mulir permohonan keberatan dan daftar narna wajib pajak yang mengajukan 



Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas 

SPPT PBB P2/SKPD PBB P2.,) Nomor .... Tanggal ... atas permohonan Keberatan ketetapan 

PBB yang tidak benar: 

a. Wajib Pajak 

l<ESATU 

11/1 <> 11 eta pk an: 

MEMUTUSKAN : 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe I\Jomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan 
rr.merintahan Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan (Lembaran Daerah 
K.1lrnr,1te11 Konawe Tahun 2007 Nomor 44 ); 

I. Pc:raturan Daerah Kabupaten Konawe Nornor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Banr,unan Perdesaan dan Perkotaan ( t embar an Daerah Kabupaten Konawe Tahun 
2013 Nomor ); 

Meriimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian alas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang 
tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak Nomor 
.... Tanggal atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2"') Nomor tanggal... Tahun Pajak 
........... sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB 
P2/SKPD PBB P2"') yang tidak benar nomor tanggal. , perlu menetapkan 
keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB 
P2/SKPD PBB P2, yang tidak benar atas perrnohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB 
P2/SKPD PBB P2*) dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati Konawe tentang Mengabulkan Sebagian 
/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD 
PBB P2*) Nomor .... Tanggal. .. ; 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

BUPATI KONAWE, 

TANGG.AL NO MOR 

TENT ANG 

MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*} 

TAHUN 2014 NOMOR 

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE 

Bentuk dan isian Keputusan Bupati tentang keberatan 

L~.MPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR 38 TAHUN 2012 
TANGGAL 4 Juni 2012 



KERY S,\IFUL KONGGOASA 

Oitetapkan di Bantul 
Pada tanggal 
BUPATlf ONAWE 

,:EEMPAT : Keputusan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

------1------- ·+---··----·--1--------t------·--1 

NJOP/m2 (ftp) 
Ketetapan 

Bangunan Bangunan Hurni 

-----------.------··---· -··--------------- 

uraian 

PPrhitungan besarnya PBB yang terutang sebagairnana dimaksud pada Diktum KEDUA 

ad.il.ih sebagai berikut: 

f:[Tl(it\ 

( ). 

Sesuai dengan Dikturn KESATU, besarnva PBB yang terutang menjadi sebesar Rp . l(EDU/~ 

: Konawe Ka bu paten 

Kecamatan 

c. Objek Pajak 

Alam at 

Desa/Kel. 

b. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) 

NOP/Nomor 

Tanggal 

Pajak Terutang 

Alam at 

NPWP 

Nama 

Semula 
--- - . ··- -·---··--· -· -- .. --------,---· 

, __ Menjadi J __._ __. 



Nam a 

Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak l<eberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas 

SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor .... Tanggal ... atas permohonan Keberatan ketetapan 

PBB yang tidak be nar : 

a. Wajib Pajak: 

MEMUTUSKAN : 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor :IO Tahun 2007 tentang Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten konawe dalarn Pernbagian Urusan (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Kon awe Tahun 2007 Norn or 44 ); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( t.embaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 
2013 Nomor ); 

: a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang 

tidak benar, atas narna Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak .. 

No111or Tanggal ..... atas SPPT POl3 P2/SKPD PBB P2*) Nomor ...... tanggal Tahun 

Pajak sebagaimana dituangkan Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB 

P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nornor tanggal. , perlu menetapkan 

keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan PBB, yang tidak 

benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) diinaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe 

tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/lVlenolak Keberatan Pajak Bumi dan 

Bangunan Alas SPPT PBB P2/PD PBB P2*) Nornor .... Tanggal. .. ; 

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di 
Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

~ 
Ml NGAl3Ul.KAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK 

BUMI DAN BANC3UNAN ATAS SPPT P2/SKPD PBB P2*) 

NOMOR TANGGAL .. 

KEPALA DINAS PENDAPATAN D/\EHAH 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAl\l DAERAH 

KABUPATEN KONAWE 

NOM.OR TAHUN 

TENT ANG 

Kl:SATU 

rv,lenetapkan: 

Mengingat 

l'vl en irn li,1 ng 

Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan 



............... ~-·-···· .. -· .. 

_.,,. 
-> ---:::::: 

BUPATI KO~AWE, 

KFHY SAIFUL KONGGOASA 

KEPAl.A DINAS PENDAPATAN DAERAH 

K.ll.BUPATEN KONAWE 

2014 Pada tanggal 

KEEMPATKeputusan Kepala ditetapkan. Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Unaaha 

··-·---------'------------~·------ ~------·~---------'--------' 
Menjadi 

---·-•-··-----·- ·----·w- --- - • •--••-- - ••·-------1------------l 
Semula 

---·---··--------+---------+--------+----·- ---+-------1--------1 
Bangunan Bangunan Bumi Bumi 

-·-------,-------t--------·--,--------t LI raian Ketetapan 
NJOP/m2 (Rp) 

---------------r---- --------------,.-------~ 

Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA 

adalah sebagai berikut : 

i(ETIGA 

( ). 

Sesuaidengan Diktum KESATU, besarnya P£lf3 yang terutang menjadi sebesar Rp. l<EDUA 

: Konawe Kabupaten 

Kecamatan 

Desa/Kel. 

Alam at 

b. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) 

NOP/Nomor 

Tanggal 

Pajak Teruta_ng 

c. Objek Pajak 

Ala mat 

NPWP 



2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nornor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Konawe dalarn Pembagian Urusan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44 ); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nornor 11 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan { Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 
2013 Nomor ); 

1. uudang - Undang I\Jomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 1959 J\lomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Rf?publik Indonesia Nomor 1822}; 

Oesa ..... Kecamatan .... ; 

: a. bahwa berdasarkan hasil pene!itian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang 

tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak . 

Nomor .... Tanggal atas SPPT PBB r2/SKPD PBB P2*) Nomor ...... tanggal... . 

Tahun Pajak sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian 

Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomor tanggal. , 

perlu menetapkan keputusan atas pengajuan Keberatan ketetapan PBB, yang tidak 

henar atas perrnohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud; 

I>. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

n1en1'I apkan Keputusan Kepala Dinas Pe11clapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Elantul tentang Pernberiar. Keputusan Atas Pengajuan Keberatan 

Pajak Bumi dan Bangunan Secara Atas SPPT PE\8 P2/SKPD PBB P2*) Tahun Pajak .. 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAE:RAH 

KEPUTUSAN KEPJQA DINAS PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN KONAWE 

NOMOR TAHUN 

TENT ANG 

PEMBERIAN KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN SECARA KOLEKTIF 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) 

TAHUN PAJAK .. 

DESA l<ECAMATAN .. 

TAHUN 2014 
2014 

NOMOR 
TANGGAL 

LAMPIRAN Ill 
PERATURAN BUPATI KONAWE 

Mc·ngingal. 

Menimbang 

.. 

Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara ko!ektif 



Keputusan Kepala Oinas ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. t::EOUA 

Kabupaten Kona~~ ini. 

Memberikan Keputusan Atas Pengajuan Keberaton Pajak Bumi dan Bangunan Secara 

Kolektif Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Tahun Pajak .. Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan .... 

sebagaimana tersebut dalarn Larnpiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

KESA TU 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN: 

• 

Ditetapkan di Unaaha 
Pada tanggal 2014 
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH, 

KABUPATEN KONAWE, 


